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Abstrak

Acrtikel ini bertujuan untuk melaporkan dan menginformasikan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk
ceramah dan diskusi serta pemberian tugas dan penilaian dalam hal penulisan policy brief bagi para peneliti di
lingkungan lembaga penelitian swadaya masyarakat Center for Strategic Development Studies (CSDS). Artikel ini
disusun dengan menjelaskan proses lokakarya yang dilakukan oleh pelaksana beserta output yang dihasilkan. Kegiatan
pengabdian ini melahirkan luaran berupa draft policy brief dan umpan balik berupa komentar dan masukan dari
pelaksana.
Kata Kunci: Penulisan; Lokakarya; Risalah Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Policy brief, atau risalah kebijakan, adalah dokumen ringkas yang dirancang untuk
dikonsumsi dan dibaca oleh pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi
yang relevan, menawarkan solusi terhadap masalah tertentu, dan memengaruhi pengambilan
keputusan. Dokumen ini biasanya ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami,
sehingga dapat diakses oleh pembuat kebijakan yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis
(Tawil et al., 2023).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa risalah kebijakan itu memiliki beberapa
karakteristik (Golverdi, 2021). Yang pertama dari segi kuantitas, jumlah halamannya sangat
ringkas, berkisar antara dua sampai empat halaman. Lalu dari segi isi, sangat fokus pada isu tertentu
yang spesifik dengan arahan pemberian rekomendasi yang jelas. Dari segi bobot, berbasis data dan

hasil penelitian serta analisis yang cermat dalam mendukung argumen yang disampaikan. Yang
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terakhir adalah risalah kebijakan itu berorientasi kepada pengguna (user) yaitu untuk pembuat
kebijakan atau pemangku kepentingan tertentu.

Dari segi struktur, risalah kebijakan secara umum terdiri dari judul dengan kata-kata yang
menarik perhatian dan menggambarkan inti masalah yang akan dibahas. Lalu ada ringkasan
eksekutif untuk memudahkan pembaca dan pengguna untuk memahami poin utama yang
disampaikan. Selanjutnya ada bagian latar belakang yang menjadi dasar dan menggambarkan
argumentasi mengapa isu yang akan disampaikan dalam risalah kebijakan tersebut sangat penting.
Bagian penting berikutnya yang merupakan esensi dari risalah kebijakan adalah rekomendasi
kebijakan. Ini adalah bagian yang diinginkan oleh pengguna yaitu solusi apa yang ditawarkan
dengan penjelasan mengenai teknis dan konsekwensinya serta adanya data pendukung untuk lebih
meyakinkan pengguna akan kelayakan rekomendasi tersebut (Rajabi, 2012).

Salah satu cara membuat risalah kebijakan adalah dengan mengambil sebuah hasil
penelitian dan meringkas informasinya dan menuliskan kembali sesuai dengan struktur risalah
kebijakan (Kobzar, 2013). Risalah kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan kajian
akan mempunyai kualitas yang baik dan kredibel karena adanya dasar ilmiah yang metodenya
disepakati bersama di lingkungan akademisi dan peneliti (Masset et al., 2013). Namun demikian
risalah kebijakan ini harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang baik sehingga maksud dan
tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dasar teori penyusunan risalah kebijakan seperti teori komunikasi kebijakan menyatakan
bahwa risalah kebijakan haruslah ringkas, jelas dan berdasarkan bukti yang ditulis dengan redaksi
bahasa sederhana sehingga mudah dan langsung dipahami (Permatasari, 2020). Sementara teori
advokasi kebijakan mengharuskan ada elemen urgensi dalam penyampaian risalah dan memastikan
adanya keterangan akan dampak kebijakan tersebut (Tanjung, 2018). Sedangkan teori pengambilan
keputusan menyatakan bahwa pembuat kebijakan biasanya tidak punya banyak waktu sehingga
dengan segala keterbatasan, risalah kebijakan mestilah menyediakan informasi yang ringkas dan
relevan dengan mereka (Febriansah & Meiliza, 2020). Untuk itu maka risalah kebijakan mesti
disusun secara cermat menyesuaikan dengan kondisi pembaca dan pengguna risalah kebijakan
(Nugrahani et al., 2024).

Manfaat dari risalah kebijakan ini adalah untuk mendiseminasikan informasi kepada

pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan secara tepat dan akurat sesuai dengan
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karakteristik dan kebutuhan mereka (Uneke et al., 2015). Hasil-hasil kajian ilmiah terutama tidak
secara mudah dapat diakses oleh pemegang otoritas dan pengambil kebijakan. Perlu ada media
yang mengkomunikasikan hasil penelitian dan analisis kepada mereka dalam bentuk risalah
kebijakan ini (Andhika, 2019). Risalah kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi pengambil
kebijakan untuk mendapatkan informasi yang berharga terkait rekomendasi kebijakan yang akan
diambil dan dieksekusi pelaksanaannya (Prince et al., 2013).

Lembaga penelitian dalam hal ini tentu sangat berkepentingan dengan risalah kebijakan
karena ini menjadi sarana agar hasil penelitian mereka dapat dimanfaatkan oleh pengambil
kebijakan (Arnautu & Dagenais, 2021). Alangkah sayangnya kalau hasil penelitian yang bagus dan
berkualitas tidak termanfaatkan dalam memberikan informasi kredibel dan sahih serta memberikan
pijakan yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan (Mariani, 2022). Maka dari itu, lembaga
penelitian perlu melakukan pelatihan dalam bentuk lokakarya dalam menulis risalah kebijakan bagi
para penelitinya (Nagyova & Michie, 2023).

Center for Strategic Development Studies (CSDS) yang berinisiatif menjadi tuan rumah
dalam lokakarya penulisan risalah kebijakan ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak di bidang penelitian dan sosial terutama di aktivitas riset pembangunan, baik sektor
ekonomi, industri maupun teknologi. Sudah banyak kajian yang mereka lakukan dan semua
hasilnya perlu didiseminasikan kepada masyarakat dan juga pemerintah sebagai pembuat dan

pengambil kebijakan.

2. METODE

Workshop dilakukan dengan ceramah dengan bahan presentasi yang sudah disiapkan
sebelumnya. Bahan presentasi memuat cara-cara bagaimana mengubah suatu hasil studi atau
penelitian menjadi sebuah policy brief (Wong et al., 2017). Lalu sesi berikutnya dilakukan tanya
jawab dan diskusi seputar kendala dan kiat termudah memulai membuat policy brief
(Ndihokubwayo, 2023). Lalu sebagai penunjang, peserta workshop diberikan tugas membuat
policy brief sesuai bidang yang diminatinya. Namun karena keterbatasan waktu akhirnya tugas
tersebut dibawa ke rumah untuk diselesaikan dan diserahkan kepada instruktur di lain waktu untuk
diberikan komentar dan masukan.

Pelaksanaan lokakarya sendiri berlangsung di hari Ahad, tanggal 16 Februari 2025 di
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Tangerang Selatan dengan durasi pelaksanaan kurang lebih 2 jam yang dihadiri oleh para peneliti
CSDS berjumlah 14 orang.

Sarana yang digunakan adalah bahan presentasi (lihat Gambar 1) berupa file power point
dan juga template policy brief (lihat Gambar 2) berupa file word yang dapat digunakan untuk
menyusun kerangka berpikir policy brief dan dikembangkan menjadi narasi dalam bentuk policy
brief yang utuh.

Apa itu Policy
Brief

Workshop
Penulisan Policy Brief dan Rilis Media
CSDS

Gambar 1. Bahan Presentasi Power Point

Latihan Menyusun Policy Brief dari Hasil Kajian

Judul Hasil Kajian

"Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Menavigasi Transisi Energi Indonesia
di Persimpangan Jalan: Momen Penting untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan”

Judul Tentatif Policy Brief

Bagaimana transisi energi Indonesia dapat berjalan mulus sesuai dengan
kemampuan dan kapasitas fanpa menimbulkan gejolak dalam harga dan gkses serta
ketersediaan bagi masyarakat

User / Pembaca Policy Brief

Anggota legislatif DPR RT

Gambar 2. File Template Latihan Menyusun Policy Brief
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3. HASIL

Bentuk luaran dari lokakarya ini adalah adanya pemahaman yang lebih lengkap dan utuh
tentang risalah kebijakan dan tahapan pembuatannya. Sebanyak 14 orang peserta mengikuti
lokakarya ini. Beberapa peserta memberikan pertanyaan seputar konsep dan praktek menyusun
risalah kebijakan.

Sebanyak lima peserta mengerjakan tugas menyusun risalah kebijakan ketika pulang ke
rumah dan menyerahkan kepada penulis untuk diberikan komentar dan masukan.

Rata-rata kualitas risalah kebijakan yang disusun sudah memadai dengan struktur yang
sistematis sesuai dengan isi dan bahan yang disampaikan penulis. Masukan dari penulis antara lain
soal kelengkapan data serta koherensi antara analisis dan data yang digunakan dengan kesimpulan
yang diambil dan tujuan advokasi dalam risalah kebijakan.

Gambaran risalah kebijakan yang diserahkan peserta untuk diberikan komentar terlihat
pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tugas Risalah Kebijakan yang Diserahkan oleh Peserta

Peserta Topik Risalah Kebijakan Jumlah
Halaman
1 Strategi Dekarbonisasi Maritim yang Efektif untuk 2 halaman
Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
2 Kebijakan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg yang Tepat 5 halaman
Sasaran
3 Pengelolaan Proyek Strategis Nasional oleh 5 halaman

Perusahaan Swasta

4 Strategi Kolaborasi Indonesia-Turki untuk 2 halaman

Mewujudkan Ekosistem Industri Drone Nasional

5 Strategi Meningkatkan Sistem Riset dan Inovasi di 3 halaman

Indonesia

Risalah kebijakan dibuat peserta bervariasi dari sisi topik dan jumlah halaman. Namun
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secara umum sudah sesuai dengan struktur risalah kebijakan yaitu ringkas, lugas dan langsung ke
poin utama. Variasi topiknya juga beragam dan semuanya sudah memberikan argumentasi dan
rekomendasi. Jadi hasil dari lokarkarya ini dapat dikatakan berhasil dari segi tujuan yaitu

membuat peserta berlatih dan mulai menulis risalah kebijakan.

4. DISKUSI

Setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab. Di antara pertanyaan yang diajukan
antara lain adalah bagaimana kita mengetahui bahwa risalah kebijakan yang kita buat sudah bagus.
Sebenarnya para peserta adalah para peneliti yang sudah sangat terbiasa membuat penelitian dan
menulis laporan sehingga kemampuan menulis mereka sudah sangat mumpuni. Namun memang
perlu pengetahuan dan keterampilan tersendiri untuk menulis sebuah risalah kebijakan (DeMarco
& Tufts, 2014). Untuk itu maka tidak ada cara lain kecuali mulai membuat dan berlatih secara
konsisten. Salah satu tujuan lokakarya ini adalah memberikan pengetahuan teori dan juga latihan
praktik bagaimana menyusun sebuah policy brief.

Lalu pertanyaan berikutnya seputar kiat-kiat membuat risalah kebijakan yang baik
(Likando & Kadhila, 2017). Di antara yang dapat dilakukan adalah mendapat umpan balik
sebanyak-banyak dari orang lain. Apa yang kita tulis kadang-kadang jelas bagi kita tetapi ketika
dibaca oleh orang lain banyak informasi yang tidak tersampaikan dan struktur kerangka risalah
kebijakan yang tidak urut dan lengkap serta argumentasi yang kurang meyakinkan. Memang
idealnya kita harus mempunyai pengguna (user) yang memang akan membaca dan menggunakan
risalah kebijakan kita. Namun kalau situasinya terbatas kita bisa meminta teman kita untuk

membaca dan memberikan masukan yang konstruktif.



Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global
106

Gambar 3. Kegiatan Lokakarya
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Gambar 4. Penyampaian Materi dan Menjawab Pertanyaan
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csds MY

WORKSHOP

Gambar 5. Foto bersama Peserta setelah Lokakarya

5. KESIMPULAN

Tujuan artikel ini melaporkan workshop penulisan policy brief serta proses dan cara
bagaimana sebuah hasil penelitian diubah menjadi sebuah policy brief. Dengan menggunakan
teknis penulisan yang tepat, sebuah risalah kebijakan dapat dihasilkan dan dapat menjadi bahan
pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk menentukan mana pilihan-pilihan yang akan
memberikan solusi permasalahan dengan disertai berbagai pertimbangan konsekwensi dari setiap
pilihan. Menulis risalah kebijakan adalah bagian penting dari advokasi hasil kajian dan penelitian
karena pengambil kebijakan hanya akan bisa memanfaatkan hasil penelitian kalau mereka bisa
mengakses informasi yang ada melalui dokumen risalah kebijakan. Lokakarya ini merupakan
langkah awal yang baik dalam belajar menyusun risalah kebijakan. Dengan ketekunan dan banyak
latihan serta mendapat masukan dari orang lain akan dapat meningkatkan kualitas risalah kebijakan

yang kita buat.
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